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Indonesia merupakan negara yang berkembang dimana terdiri dari penduduk yang sangat banyak dan beraneka ragam suku dan budayanya. Tentunya dengan keaneka ragam tersebut suatu negara mempunyai berbagai masalah yang dapat menghambat kemajuan negara, banyak faktor-faktor tertentu yang membuat menghambatnya kemajuan suatu negara, seperti kesenjangan ekonomi, menurunnya tingkat pendidikan dan kesehatan yang dimana kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya.
Dari faktor-faktor tersebut maka pemerintah membuat kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkat sumber daya manusia serta memberikan aturan agar terciptanya ketertiban dan keadilan guna menumbuhkan kehidupan bernegara secara harmonis dan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut dibuatnya.
Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Maka dari itu pemerintah memberikan segala kebijakan dan programnya agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan program tersebut sebaik-baiknya demi terwujudnya kesejahteraan.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian pemerintah adalah kesejahteraan dalam  bidang kesehatan. Jika tubuh masyarakat sehat maka akan mampu menjalankan segala aktifitasnya dengan baik. Menurut mantan Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan “pentingnya kesehatan sebagai awal dari kesejahteraan dan menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan mengutamakan perilaku promtif-preventif dibandingkan kuratif” (sumber:https://kebijakankesehatanindonesia.net. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023). Dari perkataan tersebut meminta masyarakat Indonesia agar dapat menjaga kesehatan tubuhnya. Kesehatan merupakan hal yang penting agar terwujudnya kesejahteraan. Maka dari itu masyarakat agar dapat melakukan upaya kesehatan seperti, peningkatan kesehatan, menghindari kegiatan/tindakan yang dapat menyebabkan masalah pada  kesehatan, dan pengobatan dilakukan saat tubuh terserang penyakit.
Tidak dapat dihindari jika Indonesia masih banyaknya masyarakat miskin yang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan presentase penduduk miskin dari Web Badan Pusat Statistik (BPS) pada september 2022 sebesar 9,57% dimana meningkat 0,03% terhadap bulan Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 Juta orang dan meningkat menjadi 0,20 juta orang terhadap bulan Maret 2022. Garis kemiskinan yang tercatat pada bulan September 2022 sebesar Rp. 535.547.- /Kapita/Bulan. Pendapatan tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan UMR di kota Jawa Tengah yang terdaftar Rp. 1.810.000,-. (sumber : BPS,2023).
Jika untuk memenuhi kebutuhan hidup saja masih kesulitan maka tidak heran jika sakit mereka tidak bisa melakukan pengobatan dan perawatan yang maksimal dalam mewujudkan kesejahteraannya. Mereka terhalang pada biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Sehingga saat sakit mereka tidak membawa ke tempat kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah. 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) November 2022, terdapat 29,94% penduduk Indonesia yang mempunyai masalah kesehatan pada akhir tahun 2022 yang dimana rasio tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 27%. 
Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah membuat kebijakan dimana pelayanan kesehatan dapat dirasakan secara merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik yang miskin maupun yang kaya. Maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kesehatan sehingga peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terdapat dua kategori kepesertaan diantaranya kategori mandiri dan Penerima Bantuan Iuran atau yang disingkat PBI. Pada kategori mandiri peserta diwajibkan membayar iuran setiap bulannya dimana iuran tersebut disesuaikan dengan tingkat yang dipilihnya. Untuk tingkat 1 harus membayar iuran sebesar Rp.150.000,- per orang setiap bulannya. Untuk tingkat 2 membayar iuran sebesar Rp. 100.000,- per orang setiap bulannya. Dan untuk tingkat 3 membayar iuran Rp. 35.000.- per orang setiap bulannya. Selanjutnya pada kategori PBI ini dikhususkan untuk masyarakat fakir miskin yang dimana peserta sebelumnya terdaftar pada jaminan kesehatan kategori mandiri tetapi mengalami PHK sejak 6 bulan di PHK tanpa membayar iuran maka otomatis kepersertaannya dipindahkan menjadi PBI serta peserta yang tidak bekerja kembali dan tidak mampu maka didaftarkan menjadi  peserta PBI pembayaran iuran setiap bulannya akan ditanggung oleh pemerintah. Sehingga bagi peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah maka iuran setiap bulannya akan ditanggung oleh pemerintah daerah yaitu sebesar Rp. 23.000 per orang.
Maka untuk masyarakat fakir miskin yang mendaftarkan diri kepesertaan kategori PBI, akan mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indoensia Sehat atau JKN-KIS, dan untuk masyarakat fakir miskin tidak perlu risau lagi untuk berobat atau perawatan di instansi kesehatan yang sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah karena iuran perbulanannya sudah ditanggung oleh pemerintah daerah.
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalankan Pemerintahan yang sesuai dengan keadaan daerah tersebut maka Bupati Kabupaten Kuningan membuat peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati yang disebut sebagai Peraturan Bupati.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Bantuan Dana Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan pada pasal 1  ayat 7 yaitu bantuan pelayanan kesehatan adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu yang sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.
Berdasarkan Perbub diatas pemerintah daerah Kabupaten Kuningan sudah memiliki dana bagi masyarakat fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. Masyarakat miskin bisa memanfaatkan program tersebut dengan maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan di bidang kesehatan.
Pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan peserta bisa melakukan rawat inap di Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut jika peserta mengalami sakit yang serius. Pemerintah sudah berusaha keras dalam mewujudkan persamaan secara menyeluruh bagi masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan. Pemberian ini diharapkan agar masyarakat menjadi lebih aware pada kesehatan tubuhnya, khususnya bagi masyarakat miskin yang mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Berdasarkan surat kabar harian yang berjudul DPRD Jabar : PBI di Kuningan Capai 44 Ribu Lebih Jiwa pada tahun 2020 peserta PBI di Kabupaten Kuningan jumlah peserta JKN kategori PBI untuk masyarakat miskin berjumlah 44.999 anggota. Jumlah yang cukup banyak mengingat jumlah penduduk miskin menurut BPS Kabupaten Kuningan tahun 2022 mencapai 140.250 jiwa. (sumber: Republika, 2023).
Pada Desa Sindangkempeng, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan kepala keluarga yang terdaftar pada JKN-KIS sebanyak 177 kepala keluarga. Dengan jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan masih banyaknya masayarakat miskin di desa tersebut. Faktor yang mempengaruhi banyaknya masyarakat yang miskin diantaranya pendidikan, rata-rata jenjang pendidikan masyarakat di Desa Sindangkempeng hanya sampai SMA hal yang mempengaruhi tidak dilanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dikarenakan biaya yang tidak cukup. Pada mata pencaharian di Desa Sindangkempeng paling banyak adalah buruh harian lepas yang dimana pendapatannya tidak menentu. Sehingga berdampak pada jenjang pendidikan anak-anaknya yang hanya sampai tamat SLTA.
Tabel 1.1
Jumlah Kepala Keluarga Yang Terdaftar PBI Di Desa Sindangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan

	No.
	Dusun
	Jumlah

	1
	Dusun Serangsari
	54

	2
	Dusun Kaputran
	40

	3
	Dusun Sukmadilaya
	83

	TOTAL
	177


Sumber : Arsip Desa Sindangkempeng, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan
Untuk kepala keluarga yang sudah terdaftar dalam JKN-KIS maka akan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk memenuhi kebutuhannya dalam kesejateraan kesehatan. Masyarakat yang terdaftar tidak perlu untuk membayar iuran perbulannya. Tetapi dalam pelaksanaan penggunaannya sering ditemukan saat ingin menggunakan kartu KIS tidak bisa digunakan karena sudah tidak aktif. Dalam prosedurnya kartu tersebut harus digunakan setiap bulannya agar pemerintah pusat bisa membaca bahwa kartu tersebut aktif digunakan. Tetapi dalam prakteknya masyarakat hanya memakai kartu tersebut saat kondisi sudah sakit parah, jadi saat ingin dipakai masyarakat tidak bisa menggunakannya karena kartu terbaca sudah tidak aktif.
Untuk membuat kartu tersebut kembali aktif yang harus dilakukan  masyarakat yaitu membuat surat keterangan di desa yang nantinya akan disampaikan oleh desa ke Dinas Sosial atau yang disingkat Dinsos di Kabupaten Kuningan, dan dari Dinsos akan menyampaikan untuk mengaktifkan kembali kartu tersebut ke BPJS.  Sehingga harus segera diurus untuk mempercepat mendapatkan penanganan kesehatan bagi peserta yang sedang sakit.
Sehingga untuk melihat masa aktif kepersertaan peserta harus memiliki aplikasi Mobile-JKN. Mobile-JKN merupakan aplikasi untuk mempermudah peserta dalam mengakses informasi. Aplikasi ini dapat diakses melalui gadget dengan diunduh melalui playstore. Tentunya dengan memiliki aplikasi ini peserta dapat mengetahui tentang informasi kepersertaan, informasi lokasi fasilitas kesehatan (faskes), informasi jadwal dokter, informasi program JKN dan sebagainya. Namun dalam prakteknya banyak peserta KIS yang tidak memiliki aplikasi ini sehingga tidak mengetahui informasi terbaru tentang program JKN-KIS. Sehingga bagi peserta yang sudah tidak aktif kepersetaannya harus melakukan kembali pengajuan subsidi JKN-KIS tentunya hal ini dibutuhkan waktu yang cukup lama, akhirnya untuk melakukan pengobatan peserta harus membayar mandiri karena tidak memiliki KIS, ditambah lagi ketika melakukan perawatan di instansi kesehatan dikenakan biaya tambahan karena ada biaya yang tidak dicover oleh KIS. 
Dari uraian diatas maka permasalahan yang ditemukan dalam penggunaan KIS diantaranya :
1. Kurang aktifnya peserta untuk menggunakan kartu, sehingga kartu digunakan saat sudah sakit parah.
2. Tidak memiliki aplikasi Mobile JKN
3. Pengajuan subsidi JKN-KIS membutuhkan waktu yang lama.
4. Dikenakan biaya tambahan.
Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada penggunaan KIS tersebut, perlu dilakukan evaluasi yang diharapkan program tersebut dapat berjalan dengan baik. Evaluasi kebijakan merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa, dan bagaimana tujuan sudah tercapai (Sanders & Worthen 2004). Sehingga penilaian dari evaluasi dilakukan secara menyeluruh melalui pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris tentang efek dari kebijakan dan program publik yang diinginkannya. Tujuan dilakukannya evaluasi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dan mengarahkan implementasi kebijakan menuju hasil yang lebih baik dan informasi perihal hubungan antara implementasii dan dampak kebijakan.
Dalam melakukan evaluasi, digunakannya model evaluasi menurut Leo Agustino (2020) dimana ada lima kriteria dalam melakukan mengukur seberapa jauh keberhasilan program atau kebijakan publik diimplementasikan, kriteria tersebut meliputi sumber daya aparatur (SDA), kelembagaan, sarana, prasarana & teknologi, finansial, dan regulasi.
Dengan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (KIS) Di Desa Sindangkempeng, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan”.
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	Berdasarkan uraian diatas maka masalah penelitian adalah “belum optimalnya evaluasi program JKN KIS di Desa Sindangkempeng, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan”.
Pertanyaan-pertanyaan masalah :
1. Bagaimana evaluasi program JKN KIS di Desa Sindangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan?
2. Apa saja hambatan dalam evaluasi program JKN KIS di Desa Sindangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam evaluasi program JKN KIS di Desa Sindangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan?
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	Tujuan penelitian merupakan rumusan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Oleh karena penelitian ini untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui evaluasi program JKN KIS di Desa Sindangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam evaluasi program JKN KIS di Desa Sindangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan evaluasi program JKN KIS di Desa Sindangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan.
1.4	Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian antara lain :
1. Kegunaan Teoritis, yaitu kegunaan penelitian bagi pengembangan ilmu/teori administrasi publik terutama tentang kepuasan masyarakat yang diharapkan untuk menambah literatur dibidang Administrasi Publik.
2. Kegunaan Praktis, yaitu hasil penelitian dapat digunakan pemerintah daerah, pejabat di lokasi penelitian, peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan, masyarakat, dan/atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini. 
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